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WALi KOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR ;;i_ TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KA WASAN PERMUKIMAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa Kota Lubuklinggau merupakan Kota dengan 
jumlah penduduk yang cukup tinggi dan memerlukan 
hunian dan lingkungan yang layak huni; 

b. bahwa perturnbuhan dan perkembangan suatu 
wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan lahan 
yang terbatas tidak diimbangi dengan kemarnpuan 
daya beli alcan perumahan sehingga diperlukan suatu 
pengaturan daJam pembangunan dan pengembangan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian 
dan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya 
penataan ruang perurnahan dan permukiman scrta 
melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 

ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan 
Pennukiman, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Pennukiman. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4114); 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



3 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

· Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun Nomor 5130); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Oalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan don 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5883); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 
· tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6004) 

14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PFIT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman penyerahan Prasarana Sarana 
perumahan dan Permukiman Daerah; 



Menetapkan 

17. Peraturan Me t · 0 . n en alarn Negen Nomor 12 Tahun 
2009 tentang p d p . 

e oman enycd1aan Dan Pemanfaatan 
Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan 
Perkotaan; 

18- Peraturan Menteri Lingk:ungan Hidup dan Kehutanan 
· Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 

19. 

tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan 
yang W ajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup; 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 3, tambahan 
Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 
Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perumahan Kurnuh dan Permukiman 
Kumuh (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2016 Nomor 9, ta.mbahan Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 9). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

dan 

WALi KOTA LUBUKLINGGAU 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
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KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengert.ian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Wali Kota Lubuklinggau. 

4. Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah 
Perangkat Oaerah di Lingkungan Pemerintahan Kota 
Lubuklinggau. 

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan clan 
Kawasan Pennukiman Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

6. Kasiba adalah Sebiclang tanah yang fisiknya telah di 
persiapkan untuk pembangunan perumahan clan 
pennukiman skala besar yang terbagi clalam satu 
lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya 
dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu di1engkapi 
dengan Janngan primer dan sekunder prasarana 
lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan. 

7. Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari 
Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan 
prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan 
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal 
atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk 
membangun kaveling tanah matang. 

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum. 

9. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 
warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang 
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pennukiman. 

10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat, serta aset bagi pemililmya. 
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11. Rurnah Komersial adalah Rumah yang cliselenggarakan 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas 
prakarsa dan upaya masyarakat. 

13. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 

14. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan khusus. 

15. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki Negaru dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan Marana 
pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas 
pejabat dan/atau pegawai negeri. 

16. Rumah Mewah adaJah Rumah KomersiaJ dengan harga juaJ 
diatas harga jual rumah menengah dengan perhitungan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17, Rumah Menengah adalah Rumah Komersial dengan harga 
jual cliatas harga jual rumah sederhana dan clibaw.ah harga 
jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

18. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun 
diatas tanah dengan luas kaveling antara 60 m2 (enam 
puluh meter persegi) sampai dengan 200 m2 (dua ratus 
meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan 
Pemerintah dan/ atau Pemerintah Kota. 

19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian 
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, 
dan tanah bersama. 

20. Rumah Tapak adalah Rumah horizontal yang berdiri di atas 
tanah yang dibangun atas upaya masyarakat atau 
lembaga/ institusi yang berbadan hukum melalui suatu 
proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. 

21. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi syarat 
kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya. 
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22. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
pennukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. 

23. Pennukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian 
yangterdiri atas lebih dari satuan Perurnahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, sertn 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan 
perkotaan atau ka wasan perdesaan. 

24. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan 
Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
permuk:iman. 

25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup 
diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal ata.u lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

26. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat pennukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

28. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu 
kesatuan sistem yang . terdiri atas pembinaan, 
penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan 
permuldman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan 
dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan 
kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, 
pendanaan serta peran masyarakat. 

29. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan 
dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan 
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta 
peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 
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30. 

31. 

Rencana Perumahan dan kawasan permukiman adalah 
suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, 
lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, 
permukiman, perumahan, rumah, dan prasarana, sarana, 
cian utilitas umum untuk menghasilkan dokumen rencana 

kawasan permukiman. 

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan 
kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi. 

32. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman 
adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan perrnukiman 
yang dilaksanakan pada ta.hap perencanaan, 

pembangunan, dan pemanfaatan. 

33. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan 
permukiman yang dibangun secara berimbang dengan 
komposisi tertentu dalam rumah tunggal dan rumah deret 
antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah 
mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah 
susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam 
rumah tapak dan rumah susun umum. 

34. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau 
sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau setiap pengeluaran yang akan diterima 
kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana 
masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber dana 
lainnya. 

36. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan 
nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 
yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

37. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian. 
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38. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau 
aspek fungsional. 

39. Rencana Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat 
RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam 
memenuhi kebutuhan lingkungan hunian diperkotaan dan 
perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang 
dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang. 

40. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan, 
yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana 
sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan 
perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan sebagai bahan dari perwujudan pemanfaatan 
tata ruang yang mengacu pada RKP. 

41. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang 
selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang 
yang bersifat umum dari wilayah Kota Lubuklinggau yang 
berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah 
Kota Lubuklinggau, rencana struktur wilayah Kota 
Lubuklinggau, rencana pola ruang wilayah Kota 
Lubuklinggau, penetapan kawasan strategis arahan 
pemanfaatan ruang wilayah Kota Lubuklinggau dan 
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota 
Lubuklinggau. 

42. Rencana Detail Tata Ruang Kota Lubuklinggau, yang 
selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara 
terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau 
yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi. 

43. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 
persyaratan pemanfaatan ruang ketentuan 
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/ zona 
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rind 
tata ruang. 

44. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang 
merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan 
penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan 
kota secara keseluruhan. 

Dipindai dengall CamScanner 



• 

45. Lingkungan Perumahan dan Pennukiman adalah kawasan 
perumahan dan permukiman yang mempunyai bat.as-bat.as 
dan ukuran yang jelas dengan penataan tanah dan ruang, 
prasarana serta sarana lingkungan yang terstruktur. 

46. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur, 
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh tanarnan, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

4 7 . Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh Rumah. 

48. Korban Bencana adalah keluarga yang menjadi korban 
musibah bencana alam dan bencana social seperti banjir, 
angin, gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemutusan 
hubungan kerja, penggusuran, pembebasan lahan yang 
mengakibatkan tidak memiliki rumah untuk ditempati. 

49. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara 
pembangunan perumahan dan pennukiman. 

50. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba 
adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan 
untuk pembangunan perumahan dan permuk:iman skala 
besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau 
lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap 
dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan 
sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata 
ruang lingkungan . 

51. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba 
adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba 

yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan 
pembalruan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 
hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun 
kaveling tanah matang. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. ketentuan umum; 
h hAk rfAn kewaiiban serta peran serta masvarakat 
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c. tugas dan wewenang pemerintah kota; 
d . kebijakan dan strategi perumahan dan kuwasan 

pennukiman; 
e. penyelenggaraan perumahan; 
f. serah terima prasarana, sarana, dan utilitas 
g. penyelenggaraan kawasan permukiman; 
h. pemeliharaan dan perbaikan; 
i. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh; 
J. penyediaan tanah; 
k. pendanaan; 
1. hale dan kewajiban serta peran serta masyarakat; 
m. pembinaan dan pengawasan;dan 
n . la:.rangan dan sanksi administratif. 

BABil 

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT 

( 1) Masyaraleat berhak : 

Bagian Kesatu 

Hale Masyarakat 

Pasal 3 

a. menempati, menikmati dan/atau memiliki/memperoleh 
rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, 
serasi, dan teratur; 

b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman; 

c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

d. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman; 

e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 
dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman; dan 

f. mengajukan gugatan, baik perorangan maupun 
perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan 
masyarakat. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pernturan 
Perundang-undangan. 
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f)<" I I 111111) 11111 

Il l 11h 
d11 11 

c. m c1du ~k11 lk11 11 p c--ru 11 <11111 p r 11,:11wur111n 1111111y111·n l<11t; 

cl. mcmlwrilrn n n1u:L1tlc1m lcr.p11d11 pc·111<·rl11luh lw lu; 
c·. 111cl11kulrnn p rr1111 11rl>ltrn i11; d1111 mcdinrii d ih id11 11g 

pc nydcn RJ.~nnu111 pc nm111h11 11 d1111 kuw:wun 
pcr nn1ld m11 n;d1111 

f. ftmgsi / lugn:i lnin 9c11u11i kc hu l ul 11 111 kol11. 

(4) Fonun scbngnimnnn d imnksud pndn nynl (3), tcrdiri duri 
unsur: 

n. PD ynng lc r·kuit d ulnm bidung Pc rumnhun dun Ku wnimn 
Pcrmukimnu · 

I 

b . nsosins i pcn1so.hnnn pcnyclcn~oru pcrumnho n dun 
knwnsnn pcrmukirnun; 

c. nsosinsi profcsi pcnyclcnggnrn pcruma ha n da n kuwosan 
pcnnukimnn; 

d . usosinsi pcrusnhunn ba rang don j oso mitro u saha 
penyclenggara pcrumahon dan kawasan perrnukiman; 

e. ahli dibidang pcrumahan dan kawasan pcrmukimun; 
dan/atau 

f. lembaga swadaya masyarakat dan/ atau yang mcwnkili 
konsumen yang berkaitan dengan penyelengga ronn 
pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukirnnn . 

BAB III 

TUGAS DAN WEWENANO PEMERINTAH KOTA 

Bagian Kceatu 
Tugas Pemerintah Kota 

Pasal 6 

Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai 
tugas·: 
a. ·menyusun dan melaksanakan kebijakan kota dengan 

berpedoman pada strategi Kota di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 

b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman; 

c. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi 
terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan rumah, 
perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan 
permukiman; 

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, 
strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman; 
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e. melaksanakan peningkatan kualitas peruma hon dan 
permukiman; 

f. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, da n utilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman; 

g. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembanguna n untuk 
mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; 

h. memfasilitas i penycdiaan perumahan dan pennukiman bagi 
masyarakat, terutama bagi MBR; 

1. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba· dan , 
J . memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang 

mela kukan pembangunan perumahan swadaya. 

Bagian Kedua 
Wewenang Pemerintah Kota 

Pasal 7 

Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai 
wewenang: 

a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan 
kawasan permukirnan; 

b. menyusun dan menyempumakan peraturan perundang­
undangan bidang perumahan dan kawasan perrnukiman 
pada tingkat Kota bersama DPRD; 

c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 

d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR; 

f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan 
perumahan bagi MBR; 

g. memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Kota dan badan 
hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman; . . 
h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagru 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 
1. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 
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BABIV 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUMAHAN DAN 

KA WASAN PERMUKIMAN 

Pasal 8 

Kebijakan penyelenggaraan perumahan 
permukiman meliputi : 

dan kawasan 

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah menjadi Rumah Sedehana 
Layak Huni bagi rumah tangga miskin dan MBR; 

b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada 
perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau 
kawasan permukiman; 

c. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana; 
dan 

d. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

Pasal 9 

Strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permuki.man 
meliputi; 

a. strategi untuk penyediaan dan rehabilitasi terhadap rumah 
menjadi Rumah Sedehana Layak Huni bagi rumah tangga 
miskin dan MBR sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf 
a meliputi; 
1. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan; 
2. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan 

dan sanitasi; dan 
3. memenuhi kecukupan luas. 

b. strategi untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 
umum pada perumahan, pcrmukiman, lingkungan hunian, 
dan/atau kawasan permukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b meliputi; 
1. mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan, 

pennukiman, Jingkungan hunian, dan/ atau kowasan 
permukiman; 

2. mengembangkan sanitasi di perumahan, permukiman, 
lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman; 

3. mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian 
banjir di perumahan, pennukiman, lingkungan hunian, 
dan/ atau kawasan permukiman; 

4. mengelola persampahan di perumahan, permukiman, 
lingkungan hunian, dan/ atau kawasan permukiman; 

' 
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::>. memenuhi kebutuhan air minum di perumahan, 
permukiman, lingkungan hunian, dan/ atau kawasan 
permukiman;dan 

6. memenuhi kebutuhan listrik di perumahan, permukiman, 
lingkungan hunian, dan/ atau kawasan permukiman. 

c. strategi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat yang 
terkena bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 
c meliputi; 

1. menyediakan rumah sementara dan rumah tetap bagi 
masyarakat terkena bencana; 

2. dalam hal mitigasi bencana, pemerintah melakukan 
relokasi rumah masyarakat yang terkena bencana atau 
masyarakat terdampak. 

d . strategi untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan 
kumuh dan pennukiman kumuh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf d meliputi: 
1. melakukan pemugaran terhadap perumahan kumuh atau 

pennukiman kumuh; 
2. melakukan peremajaan terhadap perumahan kumuh 

atau pennukiman kumuh termasuk penyediaan 
prasarana, sarana, clan utilitas umum yang memadai 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan 

3. mengembangkan lingkungan perumahan dan 
pennukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan 
berkelanjutan. 

BABV 

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

ahan dapat dilakukan oleh 
(1) Penyclenggaraan perum · ·a1 

komunitas masyarakat, lembaga s0s1 ' 
perorangan, b sta 

. tab Kota BUMN/D, dan pengem ang swa . Pemenn , 

disclenggarakan oleh 
perumahan yang b · 

(2) Program . a dimaksud pada ayat ( 1) se agai 
penyelenggara sebagaunan 

berikut; . . K ta bagi segmentasi Rwnah Tangga 
a. program Pcmenntah o berorientasi untuk 
. M. kin dan Korban Bencana yang 

is . keuntungan· 
usaha yang tidak mencan dilaksan~ oleh pengembang 

b program pen.uJ18.han yan~ tukkan bagi segmentasi 
. BUMD diperun g 

swasta atau nghasilan menengah ke atas yan 
masyarakat berpe 
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berorientasi untuk u saha untuk mencari keuntungan; dan 
c. program pcrumahan dan kawasan pennukiman atas 

kerjasama Pemerintah Kota dengan pengembang swasta, 
dan masyarakat diperuntukkan bagi segmentasi Rumah 
Tangga Miskin, MBR dan Aparatur Sipil Negara golongan I, 
II dan III yang sifatnya untuk mendukung program 
Pemerintah yang berorientasi keuntungan u saha dan 
keuntungan sosial. 

(3 ) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi : 

a. pcrencanaan; 
b. pembangunan; 
c . pemanfaatan; dan 
d. pengendalian 

(4) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum . 

(5) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus dilaksanakan sesuai dengan rencanu lata 
ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kota. 

(6) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan perizinan dari 
Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(7) Untulc memperoleh lZll1 penyelenggaraan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggaran 
perumahan terlebih dahulu harus mendapat rekomendas i 
teknis dari PD. 

Pasal 11 

(1) Rumah dibedakan menurutjenis dan bentuknya. 

(2) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan 
penghunian, meliputi: 

a. rumah komersial; 
b. rumah umum; 
c. rumah khusus; 
d. rumah swadaya; dan 
e. rumah negara. 

(3) Bentuk Rumah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar 
bangunan, meliputi : 



n. run111h ltmg,~nl; 

b. rumuh dc rcl; dun 
c . rumoh su sun. 

(4) Luas la n tai rumoh tunggal da n rumah dcrct m tmiliki ukurnn 
paling scdikit 36 (ligu puluh cnom) meter pcrscgi. 

(5 ) Ke tc n tu a n lcbih la nju t mcngenai Rumah Su sun scboguirnono 
dima ksud pada ayat (3 ) hu ruf c diatu r dengan Pcrnt u run 
Wa li Kota. 

Bagian Kedua 

Perencanaan 

Pasal 12 

( 1) Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh orang 
yang memiliki sertifi.kat keahlian perencanaan dan 
perancangan rumah sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang-undangan. 

(2) Hasil perencanaan dan perancangan ru.mah harus 
memenuhi persyaratan teknis, administrasi, ta.ta ruang dan 
ekologi. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud 
merupa.kan syarat bagi diterbitkannya 
bangunan. 

pada ayat (1) 

izin m endirikan 

(4) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (2) merupakan bagian dari 
perencanaan perumahan dan/ a.tau pennukiman. 

Pasal 13 

Perencanaan dan perancangan rumah dila.kukan untuk: 

a. menciptakan rumah yang la.yak huni; 
b . mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh 

masyarakat dan pemerintah; dan 
c. meningkatkan ta.ta bangunan dan Iingkungan yang 

terstruktur. 
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Pasal 14 

(1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk m emcnuhi 

kebutuhan rumah yang layak clan didukung oleh prasara n a, 
sarana dan utilitas yang memadai. 
kebutuhan Rumah mencakup: 
a. rumah sederhana; 

b . rumah menengah; dan/ atau 
c. rumah mewah. 

(2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 
a. lokasi; 

b. komposisi lahan efektif; 
c . prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan 
d. pengelola an lingkungan. 

(3) Luasan minimal perencanaan Perumahan sebagaima na 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang selu as 
5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

(4) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan untuk perencanaan Rumah Susun. 

Paragraf 1 
Lokasi 

Pasal 15 

(1) Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntuka n 
lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota atau 

dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota. 

(2) Lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi kriteria: 
a. kriteria keamanan yaitu tidak berada pada kawasan 

lindung (catchment area). olahan pertanian, hutan 
produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas 
bangunan pada areaBandara, daera.h clibawah jo ri ngun 
listrik bertegangan tinggi; 

b. kriteria kesehatan yaitu tidak berada pada daerah yang 
mengalami pencemaran udara, air dan tanah di atas 
ambang batas maksimal. . .. 
krit · kenyamanan yaitu kemudahan akses1bal1tns, c. ena . 
kemudahan berkomunikasi dan kemudahan berkegia~n; 

d. kriteria keindahan dan keserasian dengan memperhatikan 
estetika lingkungan; 
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e. kriteria fleksibilitas yaitu kemungkinan perturnbuhan 
fisik/ pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan 
kondisi fisiklingkungan dan keterpaduan prasarana; 

f. kriteria keterjangkauan jarak yaitu dengan 
mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan 
orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan 
terhadap penempatan sarana dan prasarana serta utilitas 
u mum lingkun gan; dan 

g. kriteria lingkungan berjati diri yaitu dengan 
mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial 
budaya m asyarakat setempat, terutama aspek kontekstual 
terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat. 

(3) Lokasi perencanaan perumahan harus terintegrasi dengan 
jalan umum. 

Paragraf 2 

Komposisi Lahan Ef ektif 

PasaJ 16 

(I) Dalam rangka keserasian kawasan penunahan dengan 
kawasan pennukiman, perlu cliatur komposisi lahan ef ektif 
dan non efektif; 

(2) Laban ef ektif sebagaimana d.imaksud pada ayo t ( I ) 
merupakan luastotal lahan perpetakan yang digunnkan 
untuk kaveling perumahan dan pennukiman mnupun 
fasilitas lingkungan yang bersifat komersial, dan dapot dijual 
kepada pihak swasta maupun perorangan; dan 

(3) Laban nonefektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan 
untuk prasarana, sarana dan utilitas lingkungan 
perumahan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial 
yang bersifat non komersial dan pengelolaannya dilakukan 
oleh Pemerintah kota apabila tclah diserahtcrimakan. 

Pasal 17 

Luas lahan efektif yang dirosnfaatkan untuk kaveling 
pei-umahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 

Ha (dua puluh funa hektar), luas lahan efektif paling besar 
70% (tujuh puluh persen); 

Dlpl,dai den03,i CamScan11c,r 



~ 

b . hms wilnynh perencnnnan 25 Ha (dua puluh lima hek~) 
snmpni dengan 100 Hn (seratu s hektar), luas Iahan efektif 
paling besar 60% (enam puluh persen); clan 

c . luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus 
hektar), luas laha n cfektif paling besar 55% (lima puluh lima 
persen). 

Pasal 18 

Luas la han non efektif yang digunakan untuk prasarana, 
sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(3) hanis memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sarna 

dengan 30 Ha (tiga puluh hektar), luas prasarana dan utilitas 
paling besar 30% (tiga puluh persen); 

b. untuk luas wilayah perencanaan 25 (dua puluh lima) sampai 
dengan 100 Ha (scra tus hektar), luas prasarana dan utilitas 
paling besar 40% (empat puluh persen); dan 

c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari I 00 Ha 
(seratus hektar), luas prasarana dan utilitas paling besar 
45% (empa t puluh lima persen). 

Pasal 19 

Luas lahan non efektif yang digunakan untuk sarana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 

Ha (dua puluh lima hektar), luas sarana paling kecil 5% 
(lima persen); 

b. luas wilayah perencanaan 25 (dua puluh lima) sampai 
· dengan 100 Ha (seratus hektar), luas sarana paling kecil 

10% (sepuluh persen); dan 
c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha ( seratus 

hektar), luas sarana paling kecil 15% (lima belas persen). 

Pasal 20 

Luas kaveling tanah untuk pembangunan rumah tidak boleh 
kurang dari 90 m2 (sembilan puluh meter persegi). 

Paragraf 3 

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Pasal 21 

( 1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas um um 

perumahan meliputi : 

a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan 
sebagai bagian dari permukiman; dan 

Dipi11cla i dengan CamScan/lN 



b. rcncana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum. 

(2) Renca na penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a digunakan sebagai lundnsan 
pcrcncanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum wujib 
mendapatkan persetujuan dari Pcmerintah Kota. 

(3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kavcling 
siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 

(4) Sarana pada perumahan merupakan bagian yang 
penempatan dan penataannya harus diperhitungkan secara 
matang. 

(5) Penempatan dan penataan Sarana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus berada pada lokasi yang strategis dan 

. mudah terjangkau. 

(6) Lahan yang cliperuntukkan sebagai sarana tidak 
ditempatkan pada lahan sisa, sejajar pada garis sempadan 
dan/ atau dibawah saluran udara bertegangan tinggi kecuali 
ruang terbuka hijau. 

(7) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan 
menjadi satu hamparan bcsar dengan tujuan memusatkan 
kegiata.n masyarakat kecuali Sarana taman dan ruang 
terbuka hijau. 

Pasal 22 

Perumahan disusun dalam bentuk dokumen ( 1) Perencanaan 
Perumahan yang menjamin pelaksanaan perencanaan 

Hunian Berimbang. 

P ah sebagaimana dimaksud (2) Dokumen perencanaan erum an 
pada ayat (1) paling sedikit meliputi : 

a. rencana tapak; 
b. desain rumah; 
c. spesifikasi teknis rumab; . . . 
d. rencana kerja perwujudan human benmbang, 

e. rencana kerjasama; mah tunggal (cluster); 
f nama perumahan atau peru ~. . 
· sarana sarana dan utibtas umum, g rencana pra · • . d 
. rencana vegetasi rumah dan perumahan, an 

h . dokumen lingkungan hidup. 
l, 



(3} Rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf g paling sedikit 
meliputi : 

a. rencana sirkulasi, lebar penampang jalan dan material 
jalan; 

b. rencana elevasi, perhitungan volume dan material 
saluran drainase; 

c. rencana penempatan instalasi pengelolaan air limbah; 
d. rencana penempatan sumur resapan perumahan; 
e. rencana pengolahan sampah lingkungan; 
f. rencana integrasi Prasarana (jalan dan saluran) dan 

utilitas (jaringan penerangan jalan umum, 
telekomunikasi dan listrik) dengan lingkungan sekitar; 
dan 

g. rencana pemenuhan kebutuhan air bersih. 

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) 
huruf a dilakukan melalui kegiatan : 
a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi: status 

lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang rnengacu 
pada RTRW dan RDTR, dan aksesibilitas lokasi; 

b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada; 
c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan 
d. penyusunan proposal dan siteplan 

(5) Perencanaan teknis perumahan dilakukan oleh orang 
perorangan/badan hukum dan mendapatkan persetujuan 
dari Dinas. 

(6) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4} 
huruf d paling sedikit memuat laporan teknis perencanaan. 

(7) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus 
disahkan oleh dari Dinas. 

(8) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling 
sedikit harus memuat rencana penataan kawasan 
perumahan yang meliputi : 
a. rencana jalan; 
b. rencana drainase; 
c. rencana air limbah; 
d. rencana persampahan; 
e. rencana penerangan; 
f. rencana ruang terbuka dan non hijau; 
g. rencana sarana peribadatan; 
h. rencana sarana pendidikan; 
i. rencana saran.a rekreasi dan olah raga; dan 
1, rencm1a, sarana pemakaman. 
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(9 ) Setinp oron g dnn /nt.au ba da.n hukum yang mengubah 
s'.teplnn yong te lnh diset.ujui dan disahkan sebagaimana 
dtmaksud pndo. nyot (4), wajib mendo.patkan persetujuan 
pcrubnh on siteplan da ri Dinas. 

Paragraf 4 

Pengelolaa n Lingkungan 

Pasal 23 

(1) Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk 
menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan 
hidup yang dilaksanakan sejak tahap pra konstruksi sampai 
pasca operasi. 

(2) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan 
kurang dari 2 Ha (dua hektar) atau kurang dari 100 (seratus) 
unit rumah wajib membuat Surat Pemyataan Pengelolaan 
Lingkungan. 

{3) Untuk pembangunan perumahan masyarakat berpendapatan 
rendah dengan rencana luasan perumahan kurang dari 5 
Ha (lima hektar) atau lebih dari 100 (seratus) unit rumah 
harus melaksanakan Pemyataan Kesanggupan Pengcloloa n 
dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 

(4) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan 
perumahan lebih dari 5 Ha (lima hektar) atau lebih dari 500 
(lima ratus) unit rumah harus melaksana.kan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan. 

(5) Untuk pembangunan rumah susun dengan rencana luasan 
1.000 M2 - 10.000 M2 (seribu meter persegi sampai sepuluh 
ribu meter persegi) harus melaksanakan Pemyataan 
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkunga n 

Hidup. 

(6) Untuk pembangunan rumah susun dengan rencana luasan 
tanah lebih dari 10.000 M2(sepuluh ribu meter persegi) harus 
melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

(7) Selama dalam pelaksanaan pembangunan perumahan 
pengembang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. 

(8) Pengembang wajib menanam paling sedikit 1 (satu) tanaman 
peneduh/pelindung di lokasi fasilitas umum atau 

A 
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d. . . . ah untuk s.ctiap 250 1sepanJang Jalan hngkungan perum an 
M2 (dua ratus limapuluh meter persegi) dari keseluruhan 
luasan perumahan. 

Bagian Kedua 

Pem bangunan 

Paragraf 1 

Pem bangunan Perumahan 

Pasal 24 

(1) Pembanguna n perumahan dilakukan oleh badan hukum . 

{2) Pembangunan perumahan meliputi : 
a. pembangunan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum; dan/ atau 
b. peningkatan kualitas perumahan 

{3) Pembangunan perumahan dilakukan dengan 
mengembangkan telmologi dan rancang bangun yang ramah 
lingkungan dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

(4) Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, BUMN/D, 
pengembang swasta, lembaga sosial, komunitas masyarakat 

· dan/ atau setiap orang dan dilakukan terhadap rumah yang 
mengalami penurunan kualitas serta terhadap prasarana, 
sarana, dan utilitas umum. 

(5) Pemerintah Kota, pengembang swasta dan masyarakat dapat 
bekerjasama membangun rumah bantuan dengan ukuran 
berbagai tipe antara luas 36 m2 (tiga puluh enam meter 
persegi) sarnpai dengan 45 m2 (empat puluh lima meter 
persegi) yang dilaksanakan dengan pola swakelola oleh 
kelompok masyarakat dan mcnggunakan anggaran 
Pemerintah dan diberikan untuk Rumah Tangga Miskin dan 
Korban Bencana. 

(6) Pelaksanaan pembangunan diawali dengan landclearing. 

(7) Landclearing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan pekerjaan penyiapan lahan yang dapat 
dilaksanakan sebelum rencana teknis bangunan disetujui 
oleh Pemerintah Kota dalam bcntuk pengesahan siteplan. 
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(8) Konstruks i bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana 
teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada oynt (5) 
disetujui oleh Pemcrintah Kota dalam bentuk 1MB. 

(9 ) Setiap pengembang yang melaksanakan pembongunan 
perumahan wajib membuat pengarnan pada lokasi tcmpat 
pekerjaan dimaksud agar tidak mengganggu dan 
membahayakan kepentingan umum. 

(10) Apabila terdapat prasarana umum yang rusak akibat 
pelaksanaan pembangunan, pengembang wajib melakukan 
perbaikan. 

Pasal 25 

( 1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan 
. wajib mewujudkan perurnahan dengan hunian berimbang. 

(2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh 
Badan Hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam 
satu hamparan. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
untuk badan hukum yang membangun perumahan yang 
seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum. 

(4) Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat memberikan 
insentif kepada Badan Hukum untuk mendorong 
pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan wali kota. 

Pasal26 

(1) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang 
meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah 

mewah. 

(2) Pembangunan Perumahan skala besar yang dilakukan oleh 
Sadan Hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam 
satu hamparan, kecuali untuk Badan Hukum yang 
membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk 
pemenuhan kebutuhan nunah umum atau rumah 

sederhana. 
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(3) Pembangunan Rumah Sederhana pada Perumahan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dapa t berbentuk Rumah 
Su sun . 

(4) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah 
dan prasarana, sarana dan utilitas umum dan/ atau 
peningkatan kualitas perumahan. 

(5) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan 
mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah 
lingkungan dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

Pasal 27 

(1) Dalam hal Pembangunan Perumahan dengan hunian 
berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan 
Rumah Umum atau Rumah Sederhana harus dilaksanakan 
dalam satu hamparan. 

(2) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan 
hukum yang sama. 

(3) Pembangunan Rumah Umum atau Rumah Sederhana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Tapak 
dan/ atau Rumah Susun. 

(4) Dalam hal pembangunan Rumah Susun komersial, maka 
perwujudan hunian berimbang adalah sebagai berikut: 

a . Badan Hukum wajib menyediakan Rumah Susun 

umum/ sederhana paling kurang 20 % (dua puluh 
persen) dari total luas lantai Rumah Susun komers ial 
yang dibangun. 

b. Kewajiban pembangunan Rumah Susun 
umum/sederhana dapat dilaksanakan diluar lokasi 
kawasan Rumah Susun komersial tetapi harus 
clilaksanakan dalam satu Daerah. 

(5) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hunian berimbang 
pada Perumahan dan Rumah Susun Komersial disesuaikan 
dengan ketentuan dan peraturan penmdang-undangan. 

Pasal28 

(1) LQkasi pembangunan Rum.ah Susun sebagai.mana dimaksud 
. dalam Pasal 27 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut : 



a. rumah Busun (Komersia l/ Umum) dengan perencanaan 
ke tingginn lcbih dnri 8 (de lapan) la n tai, harus berada 
pada lokasi dengnn akses minimum ROW rencana 20 m 
(dua puluh meter) . 

b. rumah su sun (komersial/umum) dengan perencanaan 
ketinggian snmpa i dengan 4 (cmpat) lantai d engan 
gedung/ tower Jebih dari 4 (empat) gedung/ tower harus 
berada pada lokasi dengan a kses minimum ROW rcncana 
12 m (dua belas meter). 

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
mencapai jalan utama terdekat sesuai rencana orientasi 
pencapaian. 

(3) Dalam hal akses jalan eksisting dengan ROW rencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka 
Sadan Hukum wajib meningkatkan kapasitas jalan sesuai 
kajian analisis dampak lalu lintas. 

Pasal 29 

(1) Pembangunan Perumahan sebagairnana dimaksud da lam 
Pasal 24 ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat 
pelayanan atau tempat kerja. 

(2) Penyediaan akses sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) 
rneliputi: 

a. pengadaan akses; 
b. pelebaran akses; dan/ atau 
c. peningkatan akses. 

(3) Perumahan selain peruntukan Rumah Umum wajib 
menyediakan akses jalan masuk perumahan minimal 8 
(delapan) meter dan jalan lingkungan perumahan lebar 

. minimal 6 (enam meter) meter termasuk drainase lingkungan 
dan/ atau sesuai rencana tata ruang dan/ atau sesuai kajian 
analisis dampak lalu lintas termasuk Rumah Susun 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1). 

(4) Penyediaan akses sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) harus 
sesuai dengan ketentuan rencana ta.ta ruang scrta peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Badan Hukum wajib menyediakan dan membangun akses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum membangun 
Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilita.s Umum lainnya. 
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Paragraf 2 

Ruang lingkup Pembangunan Perumahan 

Pasal30 

( 1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah 
t~nggal, Rumah deret, dan/atau Rumah Susun dan 
dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, 
dinamika ekonomi, serta mempertimbangkan faktor 
keselamatan dan keamanan. 

(2) Pembangunan Rumah Tunggal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang dun/ntau 
Pemerintah Kota. 

(3) Pembangunan Rumah Deret dan Rumah Susun sebagAimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan Hukum 
dan/ a tau Pemerintah Kota. 

(4) Pembangunan Rumah dilakukan dengan tidak melebihi 
batas kepemilikan lahan termasuk bangunan pagar. 

Pasal 31 

( 1) Tanggung jawab pembangunan Rumah Tapak dan Rumah 
Susun dengan kriteria Rum.ah Umum, Rumah Khusus dan 

· Rum.ah Negara, dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dibiayai 
melalui Anggaran . Pendapatan dan Belanja Kota dan/ atau 
biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota 
menunjuk Sadan Hukum yang menangani pembangunan 
Perwnahan dan Permukiman sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan teknis pembangunan, penyediaan, penghunian, 
pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas Rumah 
Khusus dan Rumah Negara sesuai dengan peraturan 

(1) 

(2) 

perundang-undangan. 

Pasa132 

Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang 
dibangun sebagai Rumah komersial dan masih dalarn tahap 
proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem 
perjanjian pendahuluan jual beli. 

Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan 

kepastian atas : 
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a. status pemilikan tanah· 
' b. h a l yang dipcrjanjikan; 

c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; 
d . ketersediaan prasarana,sarana,dan utilitas umum; dan 
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20 °/i, (dua 

puluh kaveling). 

(3) Sistem perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan disesuaikan dengan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 33 

Perribangunan untuk Rumah tunggal, Rurnah deret, dan/atau 
Rurnah Susun, dapat dilakukan diatas tanah : 

a. hak milik; 
b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di 

atas hak pengelolaan; atau 
c. hak pakai diatas tanah Negara. 

Paragraf 3 

Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Pasal 34 

(1) Setiap orang dan/atau badan hukurn yang 
menyelenggarakan perumahan dan permukiman wajib 
menyediakan dan memfasilitasi tersedianya prasarana dan 
sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan. 

(2) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas 
umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
sebagai berikut: 

a. Prasarana lingkungan perumahan meliputi: 
1) jaringan jalan; 
2) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 
3) jaringan saluran pembuangan air limbah; dan 
4) tempat pembuangan sampah; 

b. Sarana lingkungan peru.mahan meliputi: 
1) sarana pendidikan; 
2) sarana kesehatan; 
3) sarana peribadatan; 
4) saran a rekreasi dan olah raga; 
5) sarana pcmakaman; dan 
6) sarana pcrtamanan dan ruang tcrbuka hijau. 

c. utilitas umum perumahan meliputi: 
1) jaringan air bersih; 
?\ ic:1rine-An listrik; 
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3) jaringan telepon; 
4) pema dam kebakaran; clan 
5) s arana penerangan ja1an umum. 

(3) Kepadatan lingkungan perumahan meliputi kepadatan 
penduduk, kepadatan kaveling, dan kepadatan bangunan 
dalam lingkungan perumahan. 

(4) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan perbandingan antara luas lahan dengan jumlah 
penduduk. 

(5) Kepadatan kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan perbandingan luas lahan efektif dengan luas 
lahan untuk prasarana dan sarana lingkungan meliputi : 
a. luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk 

kaveling maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas 
lahan keseluruhan 

b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan 
keseluruhan digunakan untuk membangun prasarana 
dan sarana lingkungan. 

c. panjang deret kaveling paling panjang 100 (seratus) 
meter sehingga panjang jalan pembagi mencapai 100 
(seratus) meter harus bertemu jalan lingkungan atau 
dengan jalan masuk. 

d. luas kaveling tanah unhlk pembangunan perumahan 
tidak boleh kurang dari 90 M2 (sembilan puluh meter 
persegi). 

(6) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalam bentuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang 
merupakan perbandingan luas tapa.k bangunan dengon luas 
kaveling. 

(7) KDB dilaksana.kan sesuai dengan ketentuan yang tcrtuang 
dalam rencana tata ruang 

Pasal 35 

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(2) huruf a angka (1) dalam lingkungan perumahan meliputi: 

a. jalan masuk; 
b. jalan utama; dan 
c. · jalan pembagi. 

(2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupa.kan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah 
ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar sekurang­
kurangnya 7 (tujuh) meter tida.k termasuk dro.inase. 
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Pmml 36 

(1) Salura n drainase f:lcbagnimunu dimuJrnud dufom J>mud ;M 
ayat (2 ) huruf a a ngka (2) mcrupakun ouJurun uir huj,111 yswv. 
harus disediakan pada s isi jaJnn deng.un dimcnrd ru1l11rn11 
disesuaikan dcngan volume limpuuun nir hujun k11 w 11111111 

terse but. 

(2) Pada saluran drainase harue disediakan reaupun uir huj,w dl 
persimpangan jalan clan di bawah snluran druirta..W! 11c11usd 
dengan perhitungan limpasan. 

(3) Air hujan dari saluran drainase pcrum a ha n <.Jun 
permukiman dapat dimasukkan ke sungai atuu t:mlurun 
pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinka n h aruo 
dibuat resapan atau kolam penampungan. 

(4) Setiap kaveling diwajibkan menyediakan aumur pcreRapan 
atau biopori yang dapat menampung limpasan air hujan. 

(5) Resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah 
saluran drainase dengan jarak 20 (dua puluh) meter 
dan/ atau berdasarkan perhitungan telmis. 

Pasal 37 

(1) Jaringan saluran pembuangan air limbah sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (3) Kawasan 
perumahan yang dilewati jaringan limbah rumah t.anggn 
(assenering) dari Instalasi Pcngolahan Air Limbah (lPAL) 
terpusat wajib menyambung ke jaringan terse but. 
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(2) I~AL komunal wajib disiapkan apabila dalam 1 (satu) 1:1mah 
ttdak memungkinkan untuk dibangun resapan hmbah 
sendiri. 

(3) Setiap unit rumah harus tersedia pengolahan air limbah 
berupa septitank dengan sistem resapan sesuai dengan 
standar kearnanan (pabrikasi SNI) . 

(4) Penempatan resapan limbah paling sedikit harus berjoruk 10 
(sepuluh) meter dari sumber air bersih. 

(5) Buangan air limbah tidak diperkenankan dibuang di saluran 
drainase. 

Pasal 38 

( 1) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (2) huruf a angka (4) wajib disediakan di 
masing-masing unit rumah dengan sistem terpilah. 

(2) Di lingkungan perumahan wajib dipersiapkan 
sistem/mekanisrne pembuangan sampah seperti TPS. 

Pasal 39 

(1) Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) huruf b angka (1) ·meliputi Sarana pendidikan 
Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan Anak Usia Dini yang 
harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan 
permukiman minimal untuk setiap 250 (dua ratus lima 
puluh) unit rumah. 

(2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) huruf b angka (2) yang harus tersedia pada 
perumahan dan permukiman meliputi: 
a. posyandu harus tersedia dalam lingkungan perumahan 

dan permukirnan minimal untuk setiap 250 (dua ratus 
lima puluh) unit rumah; dan 

b. balai pengobatan harus tersedia dalam lingkungan 
perumahan dan pennukiman minimal untuk setiap 500 
(lima ratus) unit rumah. 

c. jenis sarana peribadatan disesuaikan struktur penghuni 
dan harus tersedia tempat peribadatan dalam 
lingkungan perumahan dan pennukirnan minimal untuk 
setiap 50 (lima puluh) unit rumah. Pembangunan fisik 
sarana peribadatan wajib dilakukan paling Jambat 12 
(dua belas) buJan setelah Perumahan terhuni sebanyak 
paling kurang 30 % (tiga puluh persen). 



(3) Sarana rekreas i dan olahraga sebagaimana dimaksud dalnm 
Pa sal 34 ayat (2) huruf b angka (4) harus terscdia dalam 
lingkungan perumahan dan permuk.iman minimal untuk 
setiap 100 (seratus) unit rumah. 

(4) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) huruf b angka (5) meliputi : 
a . sarana pemakaman umum perumahan dan perrnuk.iman 

harus tersedia minimal untuk setiap 1200 (seribu dua 
ratus) penduduk atau 240 (dua ratus empat puluh) unit 
rumah atau seluas 2% (dua persen) dari luas lahan 
Perumahan MBR yang direncanakan. 

b. sarana pemakaman um.um perumahan dan permukiman 
yang kurang dari 1.200 (seribu dua ratus) penduduk atau 
240 (dua ratus empat puluh) unit rumah membayar 
retribusi melalui Dinas sebesar 2% (dua persen) dari nilai 
perolehan lahan Perumahan MBR yang direncanakan. 

(5) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau haru.s tersedia 
dalarn lingkungan penunahan dan permukiman minimal 
untuk setiap 50 (lima puluh) unit rumah. 

Pasal40 

(1) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) huruf c angka (1), dapat menggunakan air bersih 
dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber air 
bersih setempat. 

(2) Sumber air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus terletak pada jarak paling rendah 10 (sepuluh) meter 
dari sumur peresapan air kotor. 

Pasal 41 

(1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(2) huruf c angka (2) menggunakan listrik dari Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) atau sumber lain dan setiap rumah 
mendapatkan days. Jistrik minimum. 

(2) Daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau sumbcr lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa solar cell 
atau panel surya atau bentuk lain yang ramah lingkungan. 

(3) Pada setiap lokasi perumahan harus tersedia jaringan listrik 
lingkungan yang tersambung hingga ke sctiap rumah, 
dengan pcncmpatan tiang listrik pada lokasi pengawasan 
jalan. 
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(4) Apabila dibutuhkan gardu listrik, penempatannya harus 
pada lahan yang bebas dari kegia tan umum. 

(5) Pada lokasi perumahan, harus disediakan larnpu penerangan 
jalan umum. 

(6) Ketentuan mengenai instalasi Iistrik dan penyambungan 
listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada 
Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pasal 42 

(1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) huruf c angka (3) menggunakan jaringan dari 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai instalasi telepon dan penyam bungan 
telepon harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada 
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. 

Pasal 43 

( 1) Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34 
ayat (2) huruf c angka (4) merupakan upaya antis ipasi 
terhadap terjadinya kebakaran. 

(2) Penataan kawasan perumahan harus mempertimbangkan 
terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dengan 
menyediakan ruang yang memadai untuk akses rnobil 
pemadam kebakaran. 

(3) Desain bangunan harus mempertimbangkan akses untuk 
penanggulangan kebakaran. 

(4) Pada kawasan perumahan harus disediakan hidran. 

(5) Perumahan yang rnenggunakan 1 (satu) pintu harus 
menyediakan pintu darurat untuk kepentingan evakuasi 
atau kepentingan darurat lainnya. 

Pasal44 

(1) Sarana penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c angka (5) wajib disediakan di 

· dalam lingkungan hunian perumahan. 

(2) Penghuni masing-masing hunian wajib menyediakan lampu 
penerangan jalan. 

Dipindai dengan Cam Scanner 



Pn::wl 45 

(I) l'c 111lm11gurwn l'nworann, Sarona, dan Utilitas Umum 
l'c run111hnn ynng dilakukon Pcmerintah Kota dan/atau 
1Jnd11n I lukum dilukukan scsuai dcngan rcncana, rancangan 
dl\n pcrizinun. 

(?.) Pc111lmn1<u nun Prnsorana, Sarana , dan Utilitas Umurn 
Pcrumnhan hurus memcnuhi persyaratan: 
l \. kcmudnhun dun keserasian hubungan dalam kcgiatan 

nchori-hori ocrtn kescsuuian antara kapasitas pelayanan 
dnn jumlnh Rumah; 

b. kctcrpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum dan Lingkungan Hunian ; 

c. kctcnlunn tckni:-1 pembangunan Prasarana, Sarana dan 
Ut.ili\as Urnurn tcrrnasuk didalamnya faktor 
pcngumanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; 

d. struktur, ukuran, kekuatan sesuai dengan fungHi dan 
pcnggunaannya. 

(3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah sclcsai 
dibangun oleh Badan Hukum harus diserahkan kcpada 
Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34 
sampai dengan Pasal 44. 

Pasal 45 

Fasilitas umum pada perumahan dan kawasan permukirnan tidak 
dapat dialihfungsikan di luar fungsi peruntukannya. 

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan 

Paragraf 1 

Pemanfaatan Perumahan 

Pasal46 

( 1) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
10 ayat 3 huruf c dilaksanakan setelah pembangunan 
selesai dan pengembang wajib mengajukan kepada 
Pemerintah Kota untuk mendapatkan Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF). 

(2) Pemanfaatan bangunan merupakan kegiatan memanfaatkan 
bangunan sesuai fungsi yang dtetapkan dalam 1MB dan SLF 
tennasuk kegiatan pemcliharaan, pcrawatan, dan 
pemeriksaan berkala. 

Dioindai dengen CanSc:enner 



(3) Pem a nfaatan peruma ha n sebagaim a na dimaksud pada ayat 
{ 1) dilingkungan hunia n m elipu ti: 
a. pem anfaatan ruma h. 
b. pemanfaa tan Prasarana dan Sarana Peruma ha n da n 

pelesta rian Rumah. 
c. pelestaria n Perumahan serta Prasarana dan Sarnna 

sesuai dengan ketentuan yang Peraturan Perundung­
undangan . 

Paragraf 2 

J enis Pemanfaatan Rumah 

Pasal 47 

(1) Pemanfaatan Rumah dapat digunakan sebagai kegia tan 
usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak 
mengganggu fungsi hunian dan harus mema stikan 
terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan H unian 
tennasuk ketersediaan Sarana parkir yang memadai. 

(2) Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara 
terbatas berada pada lokasi Perumahan Formal dan 
Perumahan Swadaya sesuai peru.ntukannya selain 
peruntukan Rumah toko dan Rumah kantor. 

(3) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a . usaha praktek keahlian perorangan yang bukan ba dan 

usaha atau bukan gabungan badan usaha; 
b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil (non 

bankable); 

c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung 
melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan 
dan/atau tidak mengganggu/merusak keserasian dan 
tatanan lingkungan; dan 

d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/ atau 
merusak keserasian dan tatanan lingkungan. 

(4) Kegiatan usaha diluar ketentuan pada ayat (3) wajib 
mengurus perizinan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

(5) Khusus untuk pemanfaatan Rumah pada Rumah Susun, 
dapat dilakukan sete]ah: 
a. mendapatkan persetujuan penghuni Rumah Susun; 

dan/atau 
b. mendapatkan persetujuan perhimpunan pemilik dan 

penghuni satuan Rumah Susun (PPPSRS); dan 

Dipi11cla i dengan CamSc an/lN 
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c. mendapatkan 
Wali Kota. 

pengesahan 

Pasal 48 

pertelaahan dari 

Ketentuan -lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah usaha 
secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
dan pemanfaatan Rumah secara terbatas pada Rumah Susun 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Penghunian 

Pasal 49 

(1) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni 
rumah. 

(2) Hak untuk menghuni rumah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat berupa : 
a. hak milik; atau 
b. sewa atau bukan dengan cara sewa. 

(3} Penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat 
tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas 
pejabat dan/ atau Pegawai Negeri. 

(4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 
dapat dihuni selama yang bersangkutan menjabat atau 
menjruankan tugas kedinasan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghunian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Perumahan 

Pasal 50 

( 1) Pengendalian Perumahan dimulai dari ta.hap : 
a . perencanaan; 
b. pembangunan; 
c. pemanfaatan; dan 
d. serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan. 

Oioinclai d~an Cs11Scan1er 
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(I) JJcr,ycrflts:m J>n, ::,r:,n:,, G:-,n,m.,, rJ;,,n Utrnth~ P,;-n .JmJ1h:., n db n 

l'crr11 1,.1v.irn:.r1 cfori Hwfan Hukum v.r.p8d;; P,;-m1:rinth h Y.-oth 
bcrtuju:m untu v. m(:nj:unin v..c~~·:mjut;m p«;mr:l iharn~,n dan 
f)1;nv,cl<)l:Jon Pnrn:1ran.::t, 8arana, dan Ut.Hit-2£ dilin,i!}:ungan 
Pcrurrwhon chm Pr;rmuldman. 

(?.) Pcnycrohon Pra.narana, Sarana, dan Utilita;, s ,;bag.aimana 

p,,ido ayat (1) dibagj menjadi : 
.. 1. pcnycrahan kcocluruhan; 
b. pcnyerahan parnia l; 
c. pcnyerahan diluar lr.awa.ean pengembangan; dan 
d. penycraha n HCpihak tan pa pengemban g. 

(3) Penyerahan Pral\arana, Sarana dan Utilitaa diterima oleh 
Pcmerintah Kota apabila telah memenuhi: 
a . perrJYaratan umum meliputi lokaai Prasarana, Sarana 

dan UtiHt:as ecsuai rencana tapak legal, scsuai dokumen 
perizinan dan spesiftka.ai teknis bangunan; 

b. perayaratan teknis meliputi dokumen perencanaan 
Perumahan yang diaahkan olch wall kota clan dokumen 
lain eeperti dokumen PJU, dan scsuai dengan ketentuan 
pembangunan Perumahan dan Permukiman lainnya; dan 

c. peroyarat.an adminiatrasi yaitu dokumen Siteplan, 1MB, 
dan surat pelepaaan hale atas tanah dari Badan Hukum 
ke Pemerint.ah Kota. 

Pasal 52 

(1) Penyerahan Pra.sarana clan Utilita.s pada Perumahan tapak 
bcrupa tanah don bangunan. 

(2) Penycrahan Sarona pada Perumahan tapak dapat berupa 
tanah niap bangun. 

I 



P) Pc n yc rnhnn Prtt•lurn 
he n 'P" bun, • nn , Snrnnn , dun utilitnn Rumnh S u nun 

J,llnun dun/ , 1 . 

(4) Bungun,m dnn/nt 

1 IHI tnn11h e-unp bnngun. 

cJimnk:iud d uu lnnuh s iop bongun :1cb11•~aim11n11 
milik ,.., . pu O nynt (3) bcrudn. dis n tu loko:ii dan diluar hak 

.. ,u\t\ ootuon Rum" h S 
u unun. 

Pasal 53 

(I) Pcnycrahan fi 'k p 
. 1s 1 rasarana dan utilitaR scbogaimono 

dimnksud da lam pnsol 5 7 ayat (1) dilakukan paling ccput 12 

(du~ betas) bulnn sctclah Pcrumahan tcrhuni scbanyak 
paling kurong 80 % (delapan puluh persen) don dibuktikon 
dcngan dokumcn pcmbelian at.au akad kredit scrtu 11k8c8 
jalan dan drainase tcluh tcrbangun. 

(2) Pcnycrahan fis ik Sarana scbagaimana dimaksud dulnm Pn:n1l 
5 1 ayat (2) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) huri 
sctelah s iteplan diterbitkan atau telah terjual paling bonya k 
sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari total unit hunian 
yang direncanakan dan dibuktikan dengan dokumcn 
pembelian/ akad kredit serta akses jalan dan drainase telah 
terbangun. 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dituangkan kedalam dokumen berita acara serah terima 
fisik dan berita acara serah terima dokumen. 

(4) Dalam hal penyerahan Sarana pemakaman, waktu 
penyerahan yang terdiri dari penyerahan fisik dan 
penyerahan dokumen penguasaan atas tanah, dilakukan 
paling lambat pada saat pengurusan perizinan dokumen izin 
mendirikan bangunan (induk). 

(5) Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling cepat 12 (dua belas) 
bulan setelah masa pemeliharaan bangunan Rumah Susun 
dan terhuni sebanyak paling kurang 80 % (delapan puluh 

persen). 

(6) Badan Hukum menyerahkan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas kepada Pemerintah Kota atas prakarsa Badan 
Hukum dan/ atau atas prakarsa Pemerintah Kota. 

(7) Pemerintah Kota membentuk tim verifikasi untuk melakukan 

proses serah terima. 

(8) Tim veriftkasi diketuai olch pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 

0 1;,indai de-ngen Ca,iSeanner 



Po11ri l 54 

( 1) I 'r 111 bi11y1tr 111 pc111c li h 11 ro1m Prunornn n , S11rnno , cln11 Ut i l itn :1 

w br lum r nyn11hu11 rnc nj11di tnnggun~ juwnb pc nw;mh11nK. 

(J~) " ; n>•,dol,11\ n Prrinnrnnll , Sorono, don uti\itun yon 11. h .: lnh 

d i:wrnh lm n kcpnd11 Pcmcrintnh Kotn scpcnuhnyn rncnjndi 
lll tl f~1 ~un1~jHw11b Pc 111crinto h Kotn. 

Fl) Pcmcrintu h Ko tu d nput bckcrjmmmo dengnn pcngembnng, 
budnn unnhn :-iwnsl u don / a tuu masyarokot dnlam 
pcngclohmn Prnoamn n, Sum.nu, dun Utilitas scsuai dcngan 
kctcntuun pcrnturan pcrundong-undnngan. 

(4) Dolnrn hul Pcmcrintah Kota melakukan kerjasama 
pcngclolua_n Prcrnnrnna, Sorana. dan Utilitas dcngan 
pc ngcmbung, ho.dun usnha, dnn/atau masyarakat, 
pemclihnronn fisi k don pendanaannya menjadi tanggung 
jnwnb pcngclolo. 

(5) Pcngcloln Prnsnra na, Sarana, dan Utilitas tidak dapat 
mcrubnh pcruntukan Prasarana, Sarana dan Utilitas kecuali 
ditcn tukan lain olch Pemerintah Kota. 

Pasal 55 

Kctcn tunn lcbih lnnjut mengenai tata cara dan meka nisme serah 
tcrima Prasarana, Sarana dan utilitas sebagaimana d imaksu d 
pada Pasnl 51 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan 
Wali Kota. 

BAB VII 

PENYELENGGARAAN KA WASAN PERMUKIMAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 56 

( 1) Penyelenggaraan Kawasan Pennukiman bcrtujuan untuk 
memenuhi hak wa rga Negara atas tempat tinggal yang layak 
da lam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur 
scrtn mcnjarnin kcpastian bennukim. 

(2) Penyelenggaraan Kawasan Pennukiman sebagaimnna 
dimaksud pada aya t (1) mencakup Lingkungan Huninn dnn 
tempat kegia tan pcndukung perikehidupan dan penghidupnn 
dipcrkotaan mclalui tahapan pcrencanaan, pembanKunnn, 
pcmanfaatan dan pengendalian. 



(3) Penyelenggaraan Kawasan Pennukiman dilakukan 
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undanga n 
serta kondisi budaya, sosial dan ekonomi Kota. 

Pasal 57 

( 1) Penyelenggaraan Kawasan Pennukiman wajib dilaksanakan 
sesuai dengan arahan pengembangan Kawasan Pennukiman 
yang terpadu dan berkelanjutan yang meliputi: 
a . hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian 

lingkungan hidup diluar kawasan lindung; 
b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan; 
c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian 

perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan; 
d . keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan 

hidup; 
e . keseimbangan antara kepentingan publik dan 

kepentingan setiap orang; dan 
f. lembaga yang rnengoordinasikan pengembangan kawasan 

pennukiman. 

(2) Penyelenggaraan Kawasan Pennukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui : 
a. pengembangan yang telah ada; 
b. pembangunan baru; dan 
c. pembangunan kembali. 

(3) Penyelenggaraan pembangunan kawasan pennukima n baru 
mencakup: 
a. penyediaan lokasi pennukiman; 
b . penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

pennukiman; dan 
c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

(4) Penyelenggaraan kawasan pennukiman sebaguimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: 
a . perencanaan; 
b. pembangunan; 
c . pemanfaatan; dan 
d . pengendalian. 

(5} Arahan pengembangan Kawasan Pcrmukiman disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Diplnd.1f deoga, C3mScon,er 



Pasal 58 

( 1) Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan di]akukan 
melalu i: 

a. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan; dan 

b . pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan. 

(2) Penyelen ggaraan pengembangan Lingkungan Hunian 
perkotaan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf a 

mencakup : 
a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian 

perkotaan dengan memperhatikan fungsi clan peranan 

perkotaan; 
b . peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan; 
c. peningka tan keterpaduan Prasarana, Sarana, clan Utilitas 

Umum Lingkungan Hunian perkotaan; 
d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perkotaan yang 

dibatasi dan yang didorong pengembangannya; 
e. pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan 

kumuh; dan 
f. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan 

Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PenyelengRiu nan 
Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaks ud pada 
ayat {2) disesuaikan dengan peraturan pcrundang-undangan . 

Pasa159 

(1) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan 
dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian 
perkotaan. 

(2) Pembangunan kembali dilakukan dengan cara : 
a. rehabilitasi; 
b. rekonstruksi; dan 
c. peremajaan. 

(3) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus menjamin hak penghuni untuk dimukimkan kembali 
dilokasi yang sam.e. sesuai dcngan ketentuan dan pcraturan 
perundang-undangan. 

PasaJ 60 

(1) Penyelenggaraan pengembangan Lingkungan Hunian 
perkotaan dan pembangunan kembali Lingkungan Hunian 
perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kota. 

Dipi11cla i dengan CamSc ann e-r 



(2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) d a pat 
mcmbentuk atau menunjuk Badan Hukum. 

(J) P~mbentukan at.au penunjukan Badan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota. 

(4) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan pembentukan 
at.au penunjukan Badan Hukurn kepad a pejabat yang 
ditunjuk. 

Bagian Kedua 

Perencanaan Kawasan Permukiman 

Pasal 61 

(1) Perencanaan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk 
menghasilkan dokumen rencana Kawasan Permukiman 
sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan. 

(2) Dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota. 

(3) Perencanaan Kawasan Pemmkiman harus mencakup : 
a peningkatan sumber daya perkotaan; 
b. mitigasi bencana; dan 
c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum. 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Ka.wasan Permukiman 

Pasal62 

(1) Pembangunan Kawasan Pennukiman disesuaikan dengan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembangunan Kawasan Pennukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Kota dan/atau Badan Hukum. 

Bagian Kecmpat 

Pemanfaatan Ka.wa.san Permukiman 

Pasal 63 

(1) Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk: 
a . menjamin kawasan permukiman sesuai dengan 

fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rcncana tata 
ruan~:dan 

Dipi11cla i dengan CamScan/lN 



b . mewujudkan s trukt 
k · ur rua ng sesuai denga n perrrwnnnnn 

awasan pennukiman. 

(2) Pemanfaatan Ka 
k 

wasan Permukiman disesua ikun d engun 
eten tuan dan p t era uran perundang-undangan. 

Bagian Kellina 

Pengendalian Kawasan Permukirnan 

Pasal 64 

(1) Pengendalian Kawasan Permukiman dila.kukan unt~k: 
a. menjamin pelaksanaan pembangunan Pennukiman dan 

pemanfaatan Permukiman sesuai dengan rencana 
Kawasan Permu.kiman; 

b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan 

c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya 
Lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak 
teratur. 

(2) Pengendalian Kawasan Pennukiman dilakukan oleh 
Pemerintah Kota, Badan Hukum dan/ atau Setiap Orang 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan serta kewenangan Pemerintah Kata. 

BAB VIII 

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN 

Bagi.an Kesatu 

Umum 

Pasal65 

(1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga 
fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dapat 
berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan 
peningkatan kualitas hidup setiap orang pada Rumah serta 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, 
Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan 
Permukiman. 

(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kot.a, Sadan hukum 
dan/ at.au Setiap Orang sesuai kewenangan masing-musing. 

(3) Perbaikan oleh Pemerintah Kot.a dilakukan terhadap Rumah 
Umum yang dinilai tidak layak huni dan bagi korban 
bencana alam. 

Dipi11clai dengan CamScan/lN 



(4) Perbaikan sebagaim 
stimulan. ana dimaksud pada ayat (3) bersifot 

(5) Pelaksanaan dan mek . 
diselenggarakan s ~ isme pemeliharaan dan per baikan 

esua.i dengan ketentuan perundang-undangan. peraturan 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pasal 66 

( 1) Pemcliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk 
perumahan, permukiman, lingkungan hunian danka wasan 
permukimnn dilakuka n oleh Pemerintah, Badan Hukum 
dan/ atnu setiap orang sesuai kewenangannya masing­
masing. 

(2) Pela ksanaan dan mekanisme pemeliharaan diselenggarakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Perbaikan 

Pasal 67 

(1) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk 
perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan 
permukiman dilakukan oleh Pemerintah Kota, S adan Hukum 
dan/ atau setiap orang scsuai kcwcnangannya musing­
masing. 

(2) Mekanisme perbaikan rumah dan prasarana, sarann, utau 
utilitas umum dilaksanakan berdasarkan pcrnturan 
perundang-undangan. 

BAB IX 

PENCEGAHAN DAN PENINOKATAN KUALITAS KAWASAN 
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

Pasal 68 

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Kawasan Permukiman Kwnuh guna 
meningkatkan mutu kehidupan dan pcnghidupan 
masyarakat penghuni dilakukan untuk mcnccgah tumbuh 
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan kawasan 
Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan 
meningkatkan k:ualitas dan fungsi Penunahan dan 
Permukiman. 
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(2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan pada 
prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap 
warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/ atau 
memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota, 
Badan Hukum dan/atau Setiap Orang. 

Pasal 69 

( 1) Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kuali tas 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), 
dilakukan dengan konsep penataan Perumahan Kumuh dan 
kawasan Permukiman Kumuh perkotaan serta peningkatan 
kualitas rumah dan sarana dan prasarana penunjang 
permukiman sesuai dengan pemanfaatannya. 

(2) Pelaksanaan dan pencegahan dan peningkatan kualitas 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat 

stimulan. 

(3) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan peningkatan 
lrualitas memerlukan penetapan lokasi, maka 

(4) penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan 
Permukima.n Kumuh harus memenuhi persyaratan : 
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang; 
b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan 

lingkungan; 
c~ kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas 

umum yang memenuhi persyaratan dan tidak 
membahayakan penghuni; 

d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; 
e. lrualitas bangunan; dan 
f. kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

(4) Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas 
Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal70 

(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan kawasan 
Permukiman Kumuh harus didahului proses pendataan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan 
rua..-an ma<;::VArs:lkAt 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, peran 
serta masyarakat d · · . an penetapan Iokas1 sebaga1mana 
dima k s ud pada ayat (1) diatur denga n Peraturan Wa li Kota . 

Pasal 71 

(1) Penanganan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan 
kawasan Perrnukiman Kumuh dengan pola Permukima n 
kemba li dilakukan untuk mewujudkan kondis i l{umuh, 
Perurnahan, dan Permukiman yang lebih buik guna 
melindungi keselamatan clan kearnanan penghuni dan 
masyarakat. 

(2) Pennukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

clilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari 
lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana 
serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun 
orang. 

(3) Pennukiman kembali sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
clilakukan oleh Pemerintah Kota. 

(4) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk 
Permukiman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Kota 
dengan melibatkan peran masyarakat. 

BABX 

PENYEDIAAN TANAH 

Pasal 72 

( 1) Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah kota. 

(2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dan 
tanggung jawabnya, berkewajiban menyediakan tanah 
untuk pembangunan perumahan dan pennukiman MBR, 
rumah tangga miskin, korban bencana dan masyaraka t 
yang terkena relokasi akibat program kota. 

(3) Dinas wajib mensosialisasikan dan menginforrnasikan 
Kasiba dan Lisiba kepada pengembang perumahan dan 
permukiman. 
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Penyediaan 
perumahan, 
melalui: 

Pasal 73 

tanah untuk pembangunan perumahan, 
dan kawasan permukiman dapat dilakukan 

(l) Pemberian halt atas tanah terhadap tanah yang langsung 
dikuasai Negara; 

(2) Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
(3) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik lahan; 
(4) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik 

Negara atau milik Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
· perundang-undangan; 

(5) Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar; 
dan/atau 

(6) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 74 

(1) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada pasal 73 ayat (1) yang digunakan untuk 
pembangunan perumahan, perumahan, dan/ atau kawasan 
pennukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah 
kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, 
perumahan, dan kawasan permukiman. 

(2) Pemberian hak atas tanah sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada keputusan wali kota tentang penetapan 
lokasi dan izin lokasi. 

(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan 
masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku 
pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon 
hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh 
garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. 

(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesniannya 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 75 

( 1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 73 
ayat (2) dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak 
atas tanah dan/ atau di atas tanah negara yang digarap oleh 
masyarakat. 
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(2) Konsolidasi tanah sebagaiman d" d poda aynt ( 1) 
dilaksanakan berdasarkan k aaka1maksu 

esep tan· 
a. ant:ar pemegang hak atas tanah· . 
b. antar pengg ' arap tanah negara; atau 
c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atos 

tanah. 

(3 ) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling scdikit 
60% (enarn puluh pcrsen) dari pemilik tanahyang luas 
tanahnya meliputi paling sedik.it 60% (enam puluh pcrsen) 
dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi 
menyatakan persetujuannya. 

(4) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi ha k 
masyarakat sebesar 40% (empat puluh perscn) untuk 
mendapatkan aksesibilitas. 

Pasal 76 

(1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
ayat (2) dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah 
tunggal, rumah deret, atau rumah susun. 

(2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh Wali 
Kota. 

(3) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah di1ctupkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerluknn izin 
Jokasi. 

Pasa177 

Dalam pembangunan perumahan umum dan perumaha n 
swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, 
Pemerintah Kota wajib memberikan kemudahan berupa : 

a. serti.fikasi hale atas tanah; 
b. penetapan lokasi; 
c. desain konsolidasi; dan 
d. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

Pasa178 

( 1) Sertifikasi terhadap pemilik tanah basil konsolidasi tidak 
dikenai bea perolehan hale atas tanah danbangunan. 

(2) Serti.fikasi 
konsolidasi 
bangunan. 

terhadap penggarap tanah negara basil 
dikenai bea perolehan hak atas tanah dan 

J 



Pasal 79 

(1) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama 
dengan badan hukum. 

(2) Kerja sam a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah 
n egara dan/ a tau pemegang hak atas tanah dan badan 
hukum dengan prins ip kesetaraan yang dibuat di hadapan 
pejabat yang berwenang. 

Pasal 80 

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah diatur 
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 

Pasal 81 

( 1) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik 
negara atau milik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73 ayat (4) bagi pembangunan rumah, perumahun, dan 
kawasan pennukiman diperuntukkan pembangunan rumah 
umum dan/ atau rumah khusus. 

(2) Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik 
negara atau milik kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 82 

(1) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) bagi 
pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan 
permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, 
rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh. 

(2) Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 83 

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6) bagi 
pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan 
permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, 
rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh. 
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(2) PengndAa nb ta~ah untuk pemba nguna n bagi kepentingan 
umum sc agaimana di k d . ma su pada ayat (I) dilaksanakan 
scsucu dengan kc tcnt 

uan peraturan perundang-undangan. 

BABXl 

PENDANAAN 

Pasal 84 

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan berkcwujiban 
menyediakan dana guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi 
MBR, Rumah Tangga Miskin, masyarakat korban bencana, 
relokasi akibat program Pemerintah Kota, pemeliharaan dan 
perbaikan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan 
permukiman serta dana pendamping kegiatan yang melalui 
dana pusat yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab 
Pem.erintah Kota. 

Pasal 85 

Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 84 bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; 
c. investasi swasta; 
d . kerjasarna pembiayaan; dan 
e. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 86 

Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dimanfaatkan 
untuk mendukung : 

a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
sesuai kewenangannya; 

b. pemeliharaan dan perbaikan rumah tidak layak huni secara 
s timulan; 

c. peningkatan lrualitas linglrungan perumahan dan kawasan 
permukiman; 

d. pemenuhan kebutuhan Rumah bagi MBR; dan 
e. kepentingan lain di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan termasuk tanggap darurat penyediaan Rumah 
bagi korban bencana alarn. 

Pasal 87 

(1) Dalam hal pembangunan dan pemilikan rurnah umum dan 
swadaya, badan hukum pembiayaan dibidang perumahan 
dan kawasan permukiman wajib menjamin: 



n . keternediunn dn na murah . 
b. kcmudahnn daJam Jangka panjang; 

c mendapatkan ak kr d ' pembiayaan; dan · ses e 1t atau 
c. ketcrjangkauan dal 

memiliki rumah. am membangun, memperbaiki, atau 

(2) Pcmunfaatan sumber bi d. 
a. kons truks i· aya igunakan untuk pembiayaan: 

' b. perolehan rumah. 
' 

c. pem bangunan rumah, rurnah umum, atau perbaikan 
rumah swadaya; 

d . pemeliharaan dan perbaikam rumah; 
e. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan 

pc rmukimnn ; da n /atau 

f. kc pen tingun la in d i bida n g perumahan dan kawasan 
pcrmukiman sesuai den gan keten tuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal88 

(1) PD yang membidangi urusan perumahan dan pennukiman 
berkewajiban melakukan pembinaan atas Penyelenggaraan 
Perurnahan dan Kawasan Pennukiman meliputi pem binaan 
perencanaan, pembinaan pcngaturan, pembinaan 
pengendalian dan pembinaan pcngawasan. 

(2) Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
pemuk.iman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakuka n 
tcrhodnp aspek pcrencnnaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan. 

(3) Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud pnda ayat 
(2) dilakukan terhadap perencanaan program dan kcgia tan 
bidang perumahan dan kawasan pcnnukiman yang 
ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka pnnjnng, 
menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan pcruncJnng­
undangan. 

(4) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap aspek penyediaan tanah; pembangunan, 
pemanfaatan, pemeliharaan d.an pendanaan/pembiayaan; 

(5) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan terhadap rum.ah, perumahan, pcrmukiman, 
tinalnmoAn hunian. dan kawasan permukiman. 
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(6 ) Pem b~nnon pen gawasan sebagaima nn cl im :.lksutl r,:,r?:, np' 
(2 ) d llakukan melalui kegja tan peman w_uan . e~m lu.:-1~, d:11, 
ko re ksi. 

Pasal 89 

Pembinaan penyelen ggaraan perumahan dan kv.·:mn:;ri 
permukiman sebagaima na dimaksud pada Pas c.11 ~0. 
d ilaksanakan dengan cara: 
a . k oordinasi; 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; 
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi ; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penelitian dan pengembangan; 
f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/ata.u 
g. pengembangan s istcm layanan inforrnasi dan kornuniJ.,;c.1~i. 

BAB XIII 

LARANGAN DAN SANKS! ADMINJSTRATIF 

Pasal 90 

(1) Setiap orang at.au badan hukum dilarang: 

a . menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak 
membangun perumahan sesuai dengan kri tcria, 
spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitns 
umum yang diperjanjikan. 

b . menyewakan atau mengalihkan kepcmilikannya at.as 

rumah umum kepada pihak lain. 
c. menyelenggarakan lingkungan hunian atau kasiba yang 

tidak memisahkan lingkungan hunian at.au kas iba 
menjadi satuan lingkungan perumahan at.au Lisiba. 

d. menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang 
belum menyelesaikan status hakatas ta.nahnya. 

e. melakukan serah terima dan/atau mcnarik dana lebih 
80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelurn 
memenuhi persyaratan pembangunan rumah. 

f. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar 
kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan 
dan pennukiman. 

g. membangun, perumahan, dan/atau permukiman ell 
tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi 
barang ataupun orang. 

h. mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, 
dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi 
dan pemanfaatan ruang. 

i. menolak atau menghalang-halangi kcgiatan 
pembangunan kembali rumah, perumahan, danfatau 
oermukiman yang tclah ditctaplgm olch Perru:rin tab Kot.a 
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D 

setel8:11 terjad~ kesepakatan dengan masyarakat setempat. 
J · rnengmvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan 

perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan 
penyele_nggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

k. mengahh fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman diluar 
fungs inya; 

l. badan hukum yang belum menyelesaikan status ha k atas 
tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual 
satuan permukiman; 

m. orang perseorang,an dilarang membangun Lisiba; 
n. badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual 

kaveling tanah matang tanpa rumah; dan 
o. dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR dengan 

kavling tanah matang ukuran kecil, lnrnngun 
sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dikecualikun. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimuksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : 
a. 
b . 
C. 

d. 

e. 
f. 

g. 

pembatasan kegiatan pembangunan; 
peringatan tertulis; 
penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 
pelaksanaan pembangunan; 
penghentian sementara atau penghentian tetap pada 
pengelolaan perumahan; 
penguasaan sementara oleh pemerintah kota (disegel); 
kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka 
waktu tertentu; 
pembatasan kegiatan usaha; 

h. pembekuan/pencabutan izin mendirikan bangunan; 
pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rnmah; 
perintah pembongkaran bangunan rumah; 

I, 

j. 
k. pembekuan izin usaha; 
I. pencabutan izin usaha; 
m. pengawasan; 
n. pembatalan izin; 
o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu 

tertentu; 
p. pencabutan insentif; 
q. pengenaan denda administratif; dan 
r. penutupan lokasi. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal91 

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung Sejak 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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('.2) Pcrnt u rnn pdnksnnnnn sebagaiman . 
cliswnm olch Dinos. a d1maksud pada ayat (1) 

Pasal92 

Pc rnturnn Dacra h ini mula i b I k . 
er a u pada tanggal dmndangkan. 

Agar Sctiap o 
rang mengetahuinya memerintahkan 

pcngundangan Peraturan Daerah ini den~an penempatannya 
dnlam Lemba rnn Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau. 
Pada tan , \ 0 MDrd· 2021 
WALi KOT LUBUKLINGGAU, 

c----. 
H. S. N. P NA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal \o Niltt. ~ 2021 

( 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR ..... ~ .... 

NOMOR REGISTRASI DAE~ PERATURAN DAERAH KOfA LUBUKUNGGAU 
PROVINS! SUMATERA SEI..ATAN: (. d- -;? I ;)-0~1 ) 
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